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BUPATI   WAKATOBI 
 

PERATURAN BUPATI WAKATOBI  

NOMOR   13.A TAHUN  2014 
 

TENTANG 
 

PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DANA 

KAPITASI DAN DANA NON KAPITASI PROGRAM JAMINAN 
KESEHATAN NASIONAL DI FASILITAS KESEHATAN TINGKAT 

PERTAMA MILIK PEMERINTAH KABUPATEN WAKATOBI 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI WAKATOBI, 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan 
kesehatan pada penyelenggaraan Jaminan Kesehatan 
Nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 
2004 tentang Sistem Jaminan Sosial  Nasional dan 
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan 
Penyelenggara Jaminan Sosial, telah dianggarkan 
dukungan dana yang bersumber dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara untuk operasional 
pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Fasilitas 
Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah; 

  b. bahwa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan 
keuangan daerah terkait dengan pembayaran Dana 
Kapitasi dan Non Kapitasi oleh Badan Penyelenggara 
Jaminan Sosial Kesehatan kepada Fasilitas Kesehatan 
Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah, maka perlu 
menyusun Petunjuk Teknis Pengelolaan dan 
Pemanfaatan Dana Kapitasi dan Dana Non Kapitasi 
Program Jaminan Kesehatan Nasional di Fasilitas 
Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Kabupaten 
Wakatobi; 

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 

menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis 
Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi dan Dana 
Non Kapitasi Program Jaminan Kesehatan Nasional di 
Fasilitas Kesehatan Tingkat  Pertama Milik Pemerintah 
Kabupaten Wakatobi; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4286); 
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3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang 
Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten 
Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi 
Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339); 

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 
sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4844); 

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan  Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 
Lembaran Negara  Republik Indonesia Nomor 4438); 

6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem 
Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456); 

7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang 
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indoonesia 
Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5063); 

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor  5234); 

9. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan 
Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor  116, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  
4593); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia  Nomor 4737); 
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12. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang 
Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 
2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden 
Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Nomor 255); 

13. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang 
Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan 
Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat 
Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81); 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 

15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 69 Tahun 2013 
tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Pada 
Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas 
Kesehatan Tingkat Lanjutan Dalam Penyelenggaraan 
Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2013 Nomor 1392); 

16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 
tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan 
Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 
Nomor 1400); 

17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014 
tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan 
Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan 
Dukungan Biaya Operasional Pada Fasilitas Kesehatan 
Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 589); 

18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 
tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan 
Kesehatan Nasional; 

19. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan 
Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan 
Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah 
Kabupaten Wakatobi Tahun 2008 Nomor 3); 

20. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang 
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah 
Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten 
Wakatobi Tahun 2008 Nomor 5) sebagaimana telah 
diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Daerah 
Nomor 25 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas 
Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang 
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah 
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Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten 
Wakatobi Tahun 2013 Nomor 25); 

21. Peraturan Bupati Wakatobi Nomor 5 Tahun 2008 
tentang Tata Cara Penyusunan, Pengajuan dan 
Pembahasan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, 
Keputusan Bupati dan Instruksi Bupati di Lingkungan 
Pemerintah Kabupaten Wakatobi; 

 
MEMUTUSKAN : 

 
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS 

PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DANA KAPITASI DAN 
DANA NON KAPITASI PROGRAM JAMINAN KESEHATAN 
NASIONAL DI FASILITAS KESEHATAN TINGKAT 
PERTAMA MILIK PEMERINTAH KABUPATEN WAKATOBI. 

 
BAB I 

KETENTUAN UMUM 
 

Pasal 1 
 

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Wakatobi. 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai 
unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah. 

3. Bupati adalah Bupati Wakatobi. 

4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Wakatobi. 

5. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten 
Wakatobi. 

6. Jaminan Kesehatan Nasional, yang selanjutnya disingkat JKN adalah 
jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh 
manfaat  pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi 
kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang 
telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh Pemerintah. 

7. Pusat Kesehatan Masyarakat, yang selanjutnya disebut Puskesmas 
adalah Pusat Kesehatan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah 

Daerah Kabupaten Wakatobi. 

8. Fasilitas kesehatan adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang 
digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan 
perorangan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang 
dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat. 

9. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah, yang 
selanjutnya disebut FKTP Milik Pemerintah Daerah adalah fasilitas 
kesehatan milik Pemerintah Kabupaten Wakatobi yang melakukan 
pelayanan kesehatan  perorangan yang bersifat non spesialistik untuk 
keperluan observasi, diagnosis, perawatan, pengobatan dan/atau 
pelayanan kesehatan lainnya. 

10. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, yang selanjutnya 
disebut BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk 
menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan. 



Hkmsetdawktb 014221 
5 

 

11. Pengelolaan Dana Kapitasi adalah tata cara penganggaran, 
pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban dana kapitasi 
yang diterima oleh FKTP Milik Pemerintah Daerah dari BPJS 
Kesehatan. 

12. Pemanfaatan Dana Kapitasi adalah tata cara penyelenggaraan 
Jaminan Kesehatan Nasional oleh Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama 
Milik Pemerintah Daerah. 

13. Dana Kapitasi adalah besaran pembayaran perbulan yang dibayar 
dimuka kepada FKTP Milik Pemerintah Daerah berdasarkan jumlah 
peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah 
pelayanan kesehatan yang diberikan. 

14. Tarif Non Kapitasi adalah besaran pembayaran klaim oleh BPJS 
Kesehatan kepada FKTP Milik Pemerintah Daerah berdasarkan 
jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan. 

15. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD 
adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna 
anggaran/pengguna barang. 

16. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya disingkat PPKD 
adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah, yang 
selanjutnya disebut dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas 
melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.  

17. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD, yang selanjutnya disingkat 
PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha 
keuangan pada SKPD.  

18. Bendahara Dana Kapitasi JKN pada FKTP Milik Pemerintah Daerah 
adalah Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk untuk menjalankan fungsi 
menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan 
mempertanggungjawabkan dana kapitasi.  

19. Bendahara Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat BUD adalah 
Pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi Bendahara 
Umum Daerah. 

20. Jasa Pelayanan Kesehatan di Puskesmas adalah imbalan yang 
diberikan dengan memperhatikan tingkat kesulitan, waktu, 
resiko dan profesionalitas tenaga dalam proses pelayanan untuk 

menyelenggarakan kesehatan perorangan pada peserta BPJS 
Kesehatan dan keluarganya, baik promotif, preventif, kuratif 
maupun rehabilitatif. 

21. Jasa sarana adalah imbalan atas pemakaian sarana, fasilitas, 
alat habis pakai yang digunakan dalam rangka observasi, 

diagnosis, pengobatan dan pelayanan kesehatan lainnya. 

 

BAB II 
PENGELOLAAN DANA KAPITASI DAN DANA NON KAPITASI JKN 

 

Bagian Kesatu 
Pengelolaan Dana Kapitasi JKN 

 

Pasal 2 
 

(1) BPJS Kesehatan selaku penyelenggara Program Jaminan Kesehatan 
Nasional melakukan pembayaran Dana Kapitasi kepada FKTP Milik 
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Pemerintah Daerah berdasarkan pada jumlah peserta yang terdaftar di 
FKTP sesuai data dari BPJS Kesehatan. 

(2) Pembayaran Dana Kapitasi JKN kepada FKTP Milik Pemerintah Daerah 
dilakukan oleh BPJS Kesehatan setiap bulan paling lambat tanggal 15 
bulan berjalan.  

 
Pasal 3 

 

(1) Kepala FKTP menyusun rencana pendapatan dan belanja Dana Kapitasi 
JKN, untuk selanjutnya disampaikan kepada Kepala Dinas Kesehatan. 

(2) Berdasarkan rencana pendapatan dan belanja Dana Kapitasi JKN 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas Kesehatan 
menyusun Rencana Kerja dan Anggaran SKPD (RKA-SKPD) Dinas 
Kesehatan, yang memuat rencana pendapatan Dana Kapitasi JKN dan 
rencana belanja Dana Kapitasi JKN. 

(3) Untuk menyelenggarakan fungsi perbendaharaan Dana Kapitasi JKN 
pada FKTP Milik Pemerintah Daerah, Bupati mengangkat Bendahara 
Dana Kapitasi JKN pada masing-masing FKTP Milik Pemerintah Daerah 
setiap tahun anggaran atas usul Kepala Dinas Kesehatan melalui PPKD 
yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 

(4) Bendahara JKN pada masing-masing FKTP Milik Pemerintah Daerah 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), membuka rekening Dana Kapitasi 
JKN yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang merupakan 
bagian dari rekening BUD untuk selanjutnya disampaikan oleh Kepala 
FKTP ke BPJS Kesehatan. 

(5) Pembayaran Dana Kapitasi oleh BPJS Kesehatan ke rekening Dana 
Kapitasi JKN pada FKTP Milik Pemerintah Daerah diakui sebagai 
pendapatan. 

(6) Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), digunakan langsung 
untuk pelayanan kesehatan peserta JKN pada FKTP Milik Pemerintah 
Daerah. 

(7) Dalam hal pendapatan Dana Kapitasi tidak digunakan seluruhnya pada 
tahun anggaran berkenaan, maka dapat digunakan pada tahun 
anggaran berikutnya. 

 
Pasal 4 

 

(1) Bendahara Dana Kapitasi JKN pada FKTP Milik Pemerintah Daerah 
mencatat dan menyampaikan realisasi pendapatan dan belanja setiap 
bulan kepada Kepala FKTP. 

(2) Kepala FKTP menyampaikan laporan realisasi pendapatan dan belanja 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Dinas Kesehatan 
dengan melampirkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab. 

(3) Kepala FKTP bertanggung jawab secara formal dan material atas 
pendapatan dan belanja Dana Kapitasi JKN. 

(4) Pendapatan dan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disajikan 
dalam Laporan Keuangan SKPD dan Laporan Keuangan Pemerintah 
Daerah. 
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Bagian Kedua  
Pengelolaan Dana Non Kapitasi JKN 

 
Pasal 5  

 

(1) Mekanisme Pembayaran klaim Non Kapitasi pelayanan JKN oleh BPJS 
Kesehatan di FKTP Milik Pemerintah Daerah dilakukan dengan cara :  

a. fasilitas Kesehatan mengajukan klaim setiap bulan secara reguler 
paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya, kecuali 
kapitasi, tidak perlu diajukan klaim oleh fasilitas kesehatan; 

b. klaim yang diajukan oleh fasilitas kesehatan terlebih dahulu 
dilakukan verifikasi oleh verifikator BPJS Kesehatan yang tujuannya 
adalah untuk menguji kebenaran administrasi pertanggungjawaban 
pelayanan yang telah dilaksanakan oleh fasilitas kesehatan;   

c. BPJS Kesehatan wajib membayar fasilitas kesehatan atas pelayanan 
yang diberikan kepada peserta paling lambat 15 (lima belas) hari 
kerja sejak dokumen klaim diterima lengkap di Kantor Layanan 
Operasional BPJS Kesehatan Kabupaten Wakatobi;  

d. BPJS Kesehatan wajib memberikan feedback atas telaah hasil 
verifikasi terhadap perbedaan biaya yang diajukan dengan yang 
disetujui.   

(2) Pembayaran klaim Non Kapitasi di FKTP Milik Pemerintah Daerah 
meliputi :  

a. pelayanan ambulan; 

b. pelayanan obat program rujuk balik; 

c. pemeriksaan penunjang pelayanan program rujuk balik; 

d. pelayanan skrining kesehatan tertentu termasuk pelayanan terapi 
krio; 

e. rawat inap tingkat pertama; 

f. pelayanan kebidanan dan neonatal yang dilakukan oleh bidan atau 
dokter; 

g. pelayanan KB berupa MOP/vasektomi; 

h. kompensasi pada daerah yang belum tersedia fasilitas kesehatan 
yang memenuhi syarat;  

i. pelayanan darah di FKTP Milik Pemerintah Daerah; dan  

j. pelayanan gawat darurat di fasilitas kesehatan yang tidak bekerja 
sama dengan BPJS Kesehatan.   

 
BAB III 

PEMANFAATAN DANA KAPITASI DAN DANA NON KAPITASI JKN 
 

Pasal 6 
 

(1) Dana Kapitasi yang diterima oleh FKTP Milik Pemerintah Daerah dari 
BPJS Kesehatan dimanfaatkan seluruhnya untuk : 

a. pembayaran jasa pelayanan kesehatan; dan 

b. dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan. 
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(2) Alokasi Dana Kapitasi untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan 
pada FKTP Milik Pemerintah Daerah ditetapkan sebesar 70% (tujuh 
puluh persen). 

(3) Alokasi Dana Kapitasi untuk pembayaran dukungan biaya operasional 
pelayanan kesehatan FKTP Milik Pemerintah Daerah ditetapkan sebagai 
berikut : 

a. obat, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai sebesar 10% 
(sepuluh persen); dan 

b. kegiatan operasional pelayanan kesehatan lainnya sebesar 20% (dua 
puluh persen). 

 

Pasal 7 
 

Pemanfaatan Dana Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada FKTP 
Milik Pemerintah Daerah terdiri dari : 

a. jasa sarana; dan 

b. jasa pelayanan.  

 

Pasal 8 
 

(1) Pemanfaatan Dana Non kapitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 
diatur sebagai berikut : 

a. 30% (tiga puluh persen) masuk ke kas Daerah sebagai jasa sarana; 
dan 

b. 70% (tujuh puluh persen) dikembalikan ke FKTP Milik Pemerintah 
Daerah sebagai jasa pelayanan. 

(2) Khusus pelayanan persalinan di FKTP Milik Pemerintah Daerah 
pemanfaatan Dana Non Kapitasi di bayarkan dengan berpedoman pada 
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.    

 

BAB IV 
BIAYA OPERASIONAL PELAYANAN KESEHATAN 

 

Pasal 9 
 

(1) Alokasi untuk dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, dimanfaatkan 

untuk: 

a. obat, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai; dan 

b. kegiatan operasional pelayanan kesehatan lainnya. 

(2) Pengadaan obat, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat dilakukan melalui 
Dinas Kesehatan dengan mempertimbangkan ketersediaan obat, alat 
kesehatan dan bahan medis habis pakai yang dialokasikan oleh 
Pemerintah dan Pemerintah Daerah. 

(3) Dukungan kegiatan operasional pelayanan kesehatan lainnya 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi : 

a. upaya kesehatan perorangan berupa kegiatan promotif, preventif, 
kuratif dan rehabilitatif lainnya; 

b. kunjungan rumah dalam rangka upaya kesehatan perorangan; 
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c. operasional untuk puskesmas keliling; 

d. bahan cetak atau alat tulis kantor; dan/atau 

e. administrasi keuangan dan sistem informasi. 

(4) Penggunaan Dana Kapitasi untuk dukungan biaya operasional 
pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, 
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. 

 
BAB V 

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 
 

Pasal 10 
 

Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan 
oleh Kepala Dinas Kesehatan dan Kepala Puskesmas secara berjenjang dan 
secara fungsional oleh Aparatur Pengawas Instansi Pemerintah Kabupaten 
Wakatobi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 
BAB VI 

KETENTUAN PENUTUP 
 

Pasal 11 
 

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang 

mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan dengan Keputusan 
Bupati. 

 
Pasal 12 

 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kabupaten Wakatobi. 

Ditetapkan di  Wangi-Wangi 
pada tanggal       1 Mei 2014 

 
       BUPATI WAKATOBI, 

 
   TTD/CAP 

 
H U G U A 

Diundangkan di  Wangi-Wangi 
pada tanggal       1 Mei 2014 
 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAKATOBI, 
 
                      TTD/CAP 
 
      SUDJITON 
 

BERITA DAERAH KABUPATEN WAKATOBI TAHUN 2014 NOMOR : 14 

 


